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Abstrak

Tujuan Penelitian ini di utamakan agar Pembaca dapat
menemukan Posisi Wanita dan Pria di Mata Hukum dan Adat dan
pembagian harta yang benar dan adil tanpa ada diskriminasi Baik
Pria dan wantia banyak sekali kita temukan Keputusan Hakim
yang bertentangan dengan Hukum adat .

Kita mengetahui Bahwa Indonesia adalah Negara dengan banyak
suku dan adat dengan begitu banyak suku adat dan budaya yang
ada di Indonesia

Maka banyak juga terjadi Tidak keadilan Dalam Keputusan Hakim
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Abstract

The main aim of this research is so that readers can discover the
position of women and men in the eyes of law and custom and the
correct and fair distribution of property without any
discrimination. Both men and women often find judge decisions
that conflict with customary law.

We know that Indonesia is a country with many tribes and
traditions with so many traditional tribes and cultures in Indonesia
So there is also a lot of unfairness in the judge's decision, which
always weighs on one side for the distribution of assets based on
customary law and sometimes the judge is not from the
defendant's area.
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1.Pendahuluan

Sistem kekerabatan dalam hukum adat Bali umumnya menganut pola patrilineal beralih-alih,
di mana keturunan diukur melalui garis laki-laki namun memberikan hak khusus kepada
perempuan sebagai penerus keturunan jika tidak ada anak laki-laki. Diperlukan adanya kajian
lebih mendalam terhadap implementasi hukum waris adat dalam konteks perubahan sosial
dan hukum modern. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai hak-hak
waris perempuan dalam kerangka adat yang sudah berkembang untuk memastikan bahwa
prinsip keadilan dan kesetaraan dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, perlu adanya
peninjauan dan pembaruan pedoman awig-awig yang relevan dengan perkembangan sosial,
guna menciptakan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan hukum
kontemporer.

2.Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah doctrinal research yang memberikan penjelasan
secara sistematis mengenai aturan — aturan hukum yang menyediakan sebuah penjelasan
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sistematis aturan hukum yang berlaku dalam suatu kategori hukum tertentu. Hal ini
dilakukan dengan menetapkan judul, mengumpulkan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, serta menganalisis
hubungan antara aturan — aturan hukum tersebut. Dari rangkaian tersebut akan memperoleh
penjelasan secara sistematis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

Hukum waris adat merupakan ketentuan yang mengatur tata cara penerusan dan pengoperan
harta benda berwujud maupun tidak berwujud dari manusia kepada keturunannya. Ten Haar
memberikan pengertian bahwa hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum yang
mengatur tata cara dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang
berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku. Soerojo Wignjodipoero
menjelaskan bahwa hukum adat waris merupakan norma-norma hukum yang menetapkan
harta kekayaan baik yang materiil maupun imateriial dari seseorang yang dapat diserahkan
kepada keturunannya serta yang mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem kekerabatan dalam hukum adat Bali umumnya menganut pola patrilineal beralih-alih,
di mana keturunan diukur melalui garis laki-laki namun memberikan hak khusus kepada
perempuan sebagai penerus keturunan jika tidak ada anak laki-laki. Diperlukan adanya kajian
lebih mendalam terhadap implementasi hukum waris adat dalam konteks perubahan sosial
dan hukum modern. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai hak-hak
waris perempuan dalam kerangka adat yang sudah berkembang untuk memastikan bahwa
prinsip keadilan dan kesetaraan dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, perlu adanya
peninjauan dan pembaruan pedoman awig-awig yang relevan dengan perkembangan sosial,
guna menciptakan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan hukum
kontemporer.

B. Saran

1. Hakim yang memeriksa serta memutus sengketa waris adat Bali harus memandang
perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang sama dalam hal pewarisan. Antara anak laki-
laki ataupun perempuan pada perkembangannya memiliki kedudukan yang sama atas harta
gunakaya orang tuanya. Dalam perkembangannya anak perempuan dapat menjadi anak yang
meneruskan kewajiban orang tuanya, sehingga anak perempuan yang berkedudukan sebagai
purusa. Sedangkan sebaliknya, anak laki-laki yang dulu berhak mewaris dapat kehilangan
haknya secara mutlak apabila ia durhaka kepada orang tuanya. Hal ini penting untuk
diperhatikan untuk mencegah terjadinya suatu perpecahan diantara keluarga dalam
masyarakat adat Bali.
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